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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data diatas dapat ditarik kesimpulan dari Kualitas Pelayanan E-KTP

pada Kantor Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dapat dinilai dari lima dimensi yaitu

Tangibel (Berwujud), Reliability (Kehandalan), Responsiviness (Ketanggapan),

Assurance (Jaminan), Emphaty (Empati).

1. Tangibel (Berwujud) dalam Kualitas Pelayanan E-KTP

Merupakan sarana prasarana yang digunakan dan penampilan

pegawai. dalam hal ini tangible dapat memperbaiki atau membenah

fasilitas serta penampilan pegawai yang bersih dan rapi dapat menarik

masyarakat dan proses pelayanan dapat berjalan sesuai dengan apa yang

sudah ditentukan. Dalam Tangibel aspek yang diukur adalah Prosedur dan

Tampilan.

2. Reliability (Kehandalan) dalam Kualitas Pelayanan E-KTP

Reliability (kehandalan) dalam Kualitas Pelayanan E-KTP

kemampuan atau kehandalan dalam memberikan pelayanan. Dimensi

Reliability ini sangat membantu karena Reliabilitinmerupakan

kemampuan penyedia layanan untuk memberikan pelayanan secara baik

dan konsisten.

Dalam Reliability (Kehandalan), aspek yang diukur adalah Prosedur dan

Syarat.



59

3. Responsiviness (ketanggapan) dalam Kualitas Pelayanan E-KTP

Responsiviness (ketanggapan)  dalam Kualitas Pelayanan E-KTP

merupakan sikap tanggapan pegawai dalam memberikan pelayanan yang

dibutuhkan. Dalam hal ini, pelayanan yang diberikan merupakan sikap

tanggap dari petugas dalam peemberian pelayanan yang dibutuhkan.

Dalam Responsiviness aspek yang diukur adalah Prosedur dan Syarat.

4. Assurance (Jaminan) dalam Kualitas Pelayanan E-KTP

Assurance (Jaminan) dalam Kualitas Pelayanan E-KTP merupakan

jamianan dalam kualitas dan keamanan agar pegawai mampu memberikan

pelayanan dan memiliki sikap yang sopan dan berperilaku baik kepada

masyarakat. Dalam assurance aspek yang diukur adalah Prosedur dan

tampilan

5. Emphaty (Empati) dalam Kualitas Pelayanan E-KTP

Emphaty (Empati) dalam Kualitas Pelayanan E-KTP merupakan

akses jasa dan komunikasi yang diberikan pegawai dalam hal memberikan

kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat untuk menyampaikan saran

dan kritik pendapat dan keluhan. Dalam Emphaty aspek yang diukur

adalah Prosedur dan Syarat.

B. Saran

Dilihat dari pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis  memberikan

beberapa saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan tangible dalam kondisi sarana prasarana yang digunakan

dan penampilan pegawai. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki
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dan membenah fasilitas serta penampilan pegawai yang bersih dan rapi

agar lebih menarik dan proses pelayanan dapat berjalan sesuai dengan

yang telah ditentukan.

2. Meningkatkan Reliability dalam memberikan pelayanan sesuai dengan

prosedur, dan dapat diandalkan dan akurat. Hal ini dapat dilakukan dengan

memberiksn waktu standar yang telah ditetapkan dan kesesuaian pegawai

dengan tugas yang harus dikerjakan.

3. Meningkatkan Responsiviness dalam pegawai tersedia membantu

masyarakat dan tanggapan dalam merespon keinginan masyarakat. Hal ini

dapat dilakukan dengan membangun interaksi pegawai dengan

masyarakat.

4. Meningkatkan Assurance dalam kualitas pelayanan dan keamanan,

pegawai mampu memberikan pelayanan dan memiliki sopan santun dan

berperilaku baik. Hal ini dapat dilakukan dengan menjamin pelayanan

yang diberikan, menunjukan sikap yang menyenangkan dan menghargai

masyarakat.

5. Meningkatkan Emphaty dalam mengakses jasa kualitas pelayanan E-KTP

dan komunikasi yang diberikan pegawai. Hal ini dapat diwujudkan dengan

memahami keinginan masyarakat dan bertindak demi  kepentingan

masyarakat, seperti memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi

masyarakat untuk menyampaikan saran, kritik, pendapat dan keluhan.
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